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Abstrak

Keadilan merupakan bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan yang
menjadi hukum jagad raya atau universe. Keadilan adalah persoalan manusia
sejagad, dan setiap individu maupun institusi terikat dengan kewajiban penegakkan
keadilan ini. Keadilan (al-'adalah), kebebasan (al-hurriyah) dan persamaan (al-
musawal) merupakan sendi dasar ajaran Islam. Keadilan yang ditunjukkan hukum
Islam adalah keadilan mutlak dan sempurna bukan keadilan relatif dan parsial seperti
konsep hukum Yunani, Romawi maupun produk lainnya. Pesan dasar dan
fundamental dari bangunan syari’at Islam adalah untuk kemaslahatan kemanusiaan
universal atau dalam terminologi yang lebih operasional adalah keadilan sosial.
Tulisan ini ingin membahas masalah keadilan dalam ranah implementasi kajian
hukum Islam. Dalam uraian pembahasannya, tulisan ini menjelaskan tiga contoh
praktik implementasi nilai keadilan dalam kajian hukum Islam, yakni keadilan sosial
dalam ajaran zakat, pemidanaan sebagai instrumen penegakkan keadilan hukum dan
masalah keadilan gender.

Kata Kunci: hukum Islam, kemanusiaan universal, keadilan, kebebasan,
persamaan

Abstract

Justice is a part of cosmic law, the law of equilibrium which becomes a universal
law. Justice is a humanity problem all over the world and every people and
institution is bound to the obligation of upholding justice. Justice (al-'adalah),
freedom (al- hurriyah) and equality (al-musawah) are principles of Islamic teachings.
Justice that is delivered by Islamic laws is an absolute and complete one. It is not a
relative or partial justice like justice coming from Greek law, Roman law and other
kind of laws. The fundamental message of Islamic laws is justice for the benefit of
all humankind, or in other word it is social justice. This paper discusses the issue of
justice in the realm of implementing Islamic legal studies. In analyzing the paper, I
propose three examples of implementing justice in Islamic laws, i.e. social justice in
zakat (obligatory alms-giving), legal justice in enforcing public law, and equality
justice in gender issues.

Keywords: Islamic law, universal humanity, justice, freedom, equality

A. Pendahuluan kemaslahatan kemanusiaan universal atau
Pesan dasar dan fundamental dari dalam terminologi yang lebih operasional
bangunan syari’at Islam adalah untuk adalah keadilan sosial. Ungkapan standar
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bahwa syari’at Islam dicanangkan demi
kebahagiaan manusia lahir-batin,
duniawi-ukhrawi, sepenuhnya
mencerminkan  prinsip  kemaslahatan
yang dimaksud. Oleh sebab itu, tawaran
teoritik  (ijtihad) apapun dan bisa
menjamin  terwujudnya kemaslahatan
kemanusiaan, dalam perspektif Islam
adalah sah, dan umat Islam terikat untuk
mengambil dan merealisasikannya.

Keadilan memang telah disadari
secara kolektif menjadi oase kehidupan.
[a laksana ruh yang memberi nafas dan
energi  bagi  terwujudnya  sebuah
kehidupan  yang  manusiawi  dan
demokratis. Oleh sebab itu tidak ada
satupun agama yang terlahir ke dunia
yang mengajarkan ketidakadilan,
termasuk Islam. Keadilan (al-‘adalah),
kebebasan (al-hurriyah) dan persamaan
(al-musawah) merupakan sendi dasar
ajaran Islam.

Keadilan  yang  ditunjukkan
hukum Islam adalah keadilan mutlak dan
sempurna bukan keadilan relatif dan
parsial seperti konsep hukum Yunani,
Romawi maupun produk lainnya.
Keadilan hukum Islam mencari motif
keadilan yang paling dalam, misalnya
perbuatan seseorang itu ditentukan oleh
niatnya sebagaimana dijelaskan dalam
hadis Nabi, dan ketika seseorang berbuat
seolah-olah ia berada dihadapan Allah
yang posisinya lebih dekat dibandingkan
urat leher dirinya sendiri dan Allah
mengetahui apa yang tersirat dalam hati
seseorang.

Tulisan ini ingin membahas
masalah  keadilan ~ dalam  ranah
implementasi  kajian  hukum Islam.
Pembahasan dimulai dengan melihat
makna keadilan dalam Islam dan teori-
teori keadilan yang berkembang selama
ini. Untuk memperkuat argumentasi
bahwa filosofi dasar pemberlakuan
hukum Islam senantiasa
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan,
maka penulis menjelaskan tiga contoh
praktik implementasi nilai keadilan
dalam hukum Islam, yakni keadilan
sosial dalam ajaran zakat, pemidanaan
sebagai instrumen penegakkan keadilan
hukum dan masalah keadilan gender.
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B. Makna Keadilan dalam Islam

Secara normatif dan teoritik,
agama Islam mempunyai obsesi untuk
bisa hadir di tengah-tengah manusia,
sebagai fasilitator dalam memecahkan
problem-problem kehidupan dan untuk
kemaslahatan kemanusiaan universal,
atau dalam terminologi yang lebih
operasional keadilan sosial. Ashgar Ali
Engineer menyebut, Islam hadir untuk
menyelamatkan, membela dan
menghidupkan kedamaian dan keadilan
dalam bentuknya yang paling kongkrit.
Kenyataan demikian dapat dilihat dari
banyaknya  ayat al-Qur’an  yang
memerintahkan manusia untuk berbuat
adil, menebarkan perdamaian dan
menentang kezaliman.

Keadilan adalah nilai
fundamental Islam. Karena itu, keadilan
menjadi pusat dari seluruh sistem nilai
Islam. Atas dasar inilah, tidak ada yang
dapat dikatakan sebagai keputusan
hukum dalam Islam apabila mengabaikan
keadilan.'" Dalam hal ini, keadilan yang
dimaksudkan tidak semata-mata sebuah
keadilan yang berwajah teocentris-
metafisis, tetapi keadilan yang mampu
menyentuh realitas kemanusiaan.
Menurut al-Jabiri, selama ini penekanan
umat Islam dalam hal keadilan masih
banyak berada dalam pusaran keadilan
Tuhan. Bahasan tersebut tidaklah keliru.
Hanya saja, mendesak untuk melakukan
perubahan  penekanan  pembahasan
keadilan, dari yang bersifat //ahi kepada
keadilan yang manusiawi.’

Dalam al-Qur’an terdapat dua
kata yang menunjukkan masalah
keadilan; yaitu kata al-'Adl dan al-
Qisth’ Kedua kata ini, di samping
digunakan untuk menunjukkan masalah
keadilan, kedua kata tersebut juga
mengandung arti distribusi yang adil,
termasuk  distribusi  sumber-sumber
ekonomi, dan bahwa akumulasi kapital
itu  dibolehkan  sepanjang  untuk
kepentingan sosial (umum) dan bukan
untuk  kepentingan  pribadi  atau
golongan.®  Al-Qur'an  menganggap
keadilan sebagai bagian integral dari
tagwa. Oleh karena itu,
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prinsip keadilan tidak hanya menyangkut
persoalan ritual semata, tetapi juga
menembus wilayah sosial ekonomi. Ayat
al-Qur'an  yang lain  mengatakan,
"kekayaan itu tidak boleh beredar pada
segelintir orang-orang kaya di antara
kamu",” menunjukkan betapa kitab suci
ini menentang praktek monopoli kapital.
Karena menurut al-Qur'an di dalam harta
orang kaya, ada hak orang miskin.’
Bagaimanapun, keadilan merupakan
prinsip utama dan fundamental dalam
kehidupan umat, termasuk keadilan
dalam praktik hukum.”

Keadilan merupakan ruh dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, bahkan keadilan dianggap
oleh ahli ushul figh sebagai tujuan
syari’at (magqasid al-syari’ah). Konsep
sentral Islam selain tauhid adalah
keadilan. Fakta sejarah menunjukkan
bahwa Islam lebih dari sekedar sebuah
agama formal. Islam merupakan risalah
yang agung bagi transformasi sosial,
pembebasan, dan tantangan  bagi
kepentingan-kepentingan pribadi. Semua
ajaran Islam pada dasarnya bermuara
pada  terwujudnya  suatu  kondisi
kehidupan yang adil.?

Betapa prinsip keadilan dalam
sebuah komunitas dan negara sangat
diperlukan, sehingga ada ungkapan yang
“ekstrim”  berbunyi: “Negara yang
berkeadilan akan lestari kendati ia negara
kafir, sebaliknya negara yang zalim akan
hancur meski ia negara (yang
mengatasnamakan) Islam”. Oleh sebab
itu, maka Nilai-nilai keadilan (‘adalah)
inilah yang harus dijadikan teladan
(uswah hasanah) dan didakwahkan pada
zaman sekarang ini. Masyarakat atau
warga negara harus  mendapatkan
perlakuan yang adil di semua sektor
kehidupan baik sosial, ekonomi, politik,
hukum maupun pendidikan.

Dengan mengedepankan prinsip
kesetaraan sebagai sesama hamba Allah,
tidak ada alasan untuk memperlakukan
para pemeluk agama lain secara
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diskriminatif dalam hukum. Keadilan
harus  ditegakkan  sesuai  dengan
permasalahan, tanpa sama  sekali
menjadikan perbedaan agama sebagai
suatu delik hukum yang mempengaruhi
prinsip keadilan. Dalam Islam prinsip
keadilan harus dikedepankan dalam
menjaga harmonitas hubungan antar
sesama umat manusia. Islam
menganjurkan untuk senantiasa berbuat
adil, baik sesama muslim maupun non-
muslim.  Prinsip ini juga  yang
dipraktikkan Rasulullah dalam
menegakkan hukum di tengah
masyarakat.

C. Beberapa Teori Tentang Keadilan

Keadilan memang telah disadari
secara kolektif menjadi oase kehidupan.
Ia laksana ruh yang memberi nafas dan
energi  bagi  terwujudnya  sebuah
kehidupan  yang  manusiawi  dan
demokratis. Sebagai sebuah kesadaran
dasar, memang telah dicanangkan, tetapi
sebagai kerangka kerja yang serius untuk
diperjuangkan agar terwujud dalam
tatanan riil agaknya masih setengah hati.

Karena sudah menjadi wacana
yang terus menggelinding, maka sangat
banyak karya dan teori yang berbicara
tentang keadilan. Satu karya yang dapat
disebut di sini adalah al-‘Adalah al-
ljtima’iyyah fi al-Islam oleh Sayyid
Qutub (1906—1966).9 Karya ini cukup
penting dibaca namun seringkali dikritik
karena pembahasannya kurang
komprehensif.  Karya lain  adalah
kumpulan makalah yang terdapat dalam
Islam and Justice,] % hamun sebagaimana
watak sebuah kumpulan karangan, tulisan
ini juga terasa kurang utuh dan seringkali
pembahasannya tumpang tindih antara
satu pembahasan dengan pembahasan
yang lain.

Barangkali pembahasan yang
cukup menarik tentang keadilan sosial
dalam Islam adalah karya Abdun Noor.'
Walaupun karya ini berupa makalah
namun muatan isinya cukup menarik,
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paling tidak karena dua alasan; pertama
karya tersebut berisi pikiran-pikiran
fundamental tentang keadilan sosial yang
pembahasannya diawali dengan
mengkritisi konsep dan teori-teori yang
telah ada; dan kedua, penulisnya
mengkritisi pemikiran John Rawls dalam
karyanya A Theory of Justice yang hingga
kini oleh kebanyakan ilmuwan sosial
masih dipandang sebagai teori paling
terkemuka. '

Ada beberapa teori yang dikritisi
oleh Abdun Noor. Pertama The Positive
Approach to Justice yang ditokohi antara
lain oleh Carl J. Friedricks yang
menetapkan hukum dan aturan sebagai
standar dalam keadilan sosial (law as the
standard of justice).”> Kedua adalah The
Idealistic Approach to Justice yang
antara lain dipromosikan oleh Plato dan
muridnya Aristoteles, yang secara prinsip
mengemukakan bahwa keadilan sosial
terletak pada standar distribusi dan
kontribusi setiap anggota masyarakat.'*
Ketiga adalah The Utilitarian Approach
to Justice,” di antara tokohnya adalah
Jeremy Benthem, Adam Smith, David
Hume, dan Stuart Mill. Jika kedua teori
sebelumnya  menempatkan  keadilan
hanya sebagai alat dan sarana (means),
yang menekankan kepentingan umum
(public interest). Karena itu, menurut
teori ketiga, keadilan itu didasarkan pada
kepuasan  sebagian  besar  anggota
masyarakat dan bukan kesejahteraan
setiap individu anggota masyaralkat.16

Teori terakhir dikenal dengan The
Contractual Theory of  Justice.
Tampaknya, hingga kini teori ini
dipandang teori termodern yang dibangun
oleh John Rawls setelah mengkritisi
sejumlah  teori yang  berkembang
sebelumnya. Pada dasarnya teori John
Rawls mengenal dua prinsip. Prinsip
pertama  adalah  “setiap  anggota
masyarakat ~mempunyai  hak  dan
kebebasan yang sama dalam hal keadilan
sosial. Kedua adalah apa yang Rawls
sebut dengan different principle, yakni
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satu teori yang mengatakan, bahwa secara
alami  manusia tidak  mempunyai
kemampuan yang sama dalam upaya
menggapai keadilan sosial. Karena itu,
berbagai upaya menciptakan keadilan
sosial haruslah didasarkan pada upaya
pemberian perhatian yang cukup kepada
anggota masyarakat yang secara alami
dilahirkan kurang beruntung (seperti
orang tua, sakit, cacat atau lainnya).
Dalam keadaan demikian, masyarakat
yang tergolong beruntung harus bersedia
berkorban untuk kepentingan mereka
yang kurang beruntung. Prinsip kedua ini
ditambah dengan satu prinsip lain berupa:
jabatan dan posisi publik terbuka secara
adil kepada setiap individu anggota
masyarakat.

Namun demikian, tulisan Abdun
Noor di atas masih terlalu singkat
sehingga tidak menyentuh implikasi dari
prinsip-prinsip ajaran Islam yang ia
ajukan. Di sinilah kemudian terbuka
kritik terhadap pemikiran tersebut. Uraian
berikut dimaksudkan untuk melengkapi
sisi kekosongan pembahasan yang telah
dilakukan oleh Abdun Noor dengan
menjelaskan  tiga  contoh  praktik
implementasi nilai keadilan dalam kajian
hukum Islam, yakni keadilan sosial
dalam ajaran zakat, pemidanaan sebagai
instrumen penegakkan keadilan hukum
dan masalah keadilan gender.

D. Implementasi Nilai Keadilan
Dalam Wacana Hukum Islam
1. Keadilan Sosial dalam Ajaran
Zakat
Pintu-pintu ijtihad yang selama ini
tersumbat dalam bidang zakat sudah
saatnya untuk dibuka kembali demi
tercapainya substansi dari ajaran zakat
tersebut, yaitu memberdayakan orang
miskin dan mengurangi jurang pemisah
yang terlalu lebar antara si kaya dan si
miskin.'” Dalam ranah praksis, zakat
yang bertujuan mulia tersebut ternyata
masih jauh dari yang diharapkan dan
masih “gagal” menjembatani jarak si
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kaya dengan si miskin dan juga dalam
mengangkat kondisi kaum lemah dan
yang diperlemah (dv’afa’ wa al-
mustad’afin)."®

Zakat  berhubungan dengan
prinsip keadilan, yakni keadilan yang
bersifat primer. Masalah paling mendasar
dari keadilan primer dalam ajaran zakat
adalah keadilan ekonomi, bagaimana
orang yang tidak kebagian rizki dapat
ikut merasakannya. Karena menjadi fakir
miskin bukanlah merupakan pilihan
pribadinya, menjadi orang yang terlantar
dan sia-sia, tinggal di kolong jembatan,
atau menjadi pengungsi, sama sekali
tidak pernah diinginkan oleh semua
orang. Oleh karena itu, harus ada usaha
yang secara sungguh-sungguh dan
menjadi tanggung jawab sosial, serta
tanggung jawab untuk menegakkan
keadilan yang dimulai dari keadilan
ekonomi. Pihak yang pertama-tama
bertanggung jawab adalah mereka yang
berpunya.'

Salah satu tujuan pokok dari
ajaran zakat adalah adanya upaya
mewujudkan keadilan sosial (a/-‘adalah
al-ijtima’iyyah, social justice) sebagai
sarana penting menuju kesejahteraan
umat atau masyarakat. Nilai keadilan
sosial inilah yang mestinya dipopulerkan
dan dikedepankan dalam pemahaman dan
praktek ajaran zakat dalam Islam.

Menurut Asghar Ali Engineer,
kehadiran Islam di  tengah-tengah
kehidupan umat manusia adalah untuk
membebaskan umat manusia dari segala
bentuk eksploitasi, ketidakadilan dan
penindasan.  Ajaran Islam tentang
pembebasan dan revolusioner merupakan
seruan al-Qur'an. Dan dalam banyak

ayatnya, al-Qur'an secara eksplisit
menolak segala tindakan yang
bertentangan dengan nilai-nilai

kemanusiaan. Itulah sebabnya, para nabi
diutus untuk melakukan perlawanan
terhadap segala bentuk eksploitasi.*’
Dalam sejarah kerasulan
Muhammad dan juga para nabi dan rasul
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sebelumnya tercatat bahwa kehadirannya
di tengah masyarakat Arab adalah untuk
menyerukan  kalimat  tauhid  dan
menegakkan keadilan yang merupakan
inti dari ajaran Islam, termasuk di
dalamnya adalah  keadilan  sosial-
ekonomi.”’ Tidak dapat disangkal bahwa
ayat-ayat pertama (Makkiyah)
mengandung panggilan untuk beriman
kepada Allah (fauhid) dan menentang
tatanan sosial yang timpang saat itu,
khususnya dalam masalah disequilibrium
ekonomi, yang pada saat itu akses dalam
bidang ekonomi dikuasai oleh
sekelompok kecil elit (bangsawan)
masyarakat Arab.”> Al-Qur’an sangat
jelas mencela disequilibrium ekonomi
dan ketidakadilan sosial, sebagaimana
disimpulkan oleh Fazlur Rahman bahwa
al-Qur’an mencela dua buah aspek yang
paling berhubungan erat di dalam
masyarakat Makkah, yakni politeisme
dan ketimpangan sosial-ekonomi yang
menyuburkan perpecahan yang sangat
tidak diinginkan di antara sesama
manusia.”

Sayangnya, perhatian terhadap
perkembangan sosial-ekonomi banyak
diabaikan oleh intelektual —muslim
sekarang ini. Kajian keislaman sekarang
ini lebih banyak bernuansa filosofis dan
melangit.  Sedangkan  aspek  yang
“membumi” dari ajaran Islam kurang
tersentuh secara proporsional. Namun
demikian, akhir-akhir ini telah muncul
pembaharuan-pembaharuan dalam
aktualisasi ajaran Islam di tengah
masyakarat, termasuk ajaran zakat.

Zakat yang selama ini dikaji
secara dogmatis-normatif mulai terbuka
untuk dikaji secara kontekstual. Ide-ide
pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang
masih bersifat tradisional mulai diubah
polanya sesuai dengan kondisi kehidupan
real masyarakat modern sekarang ini.
Zakat yang selama ini hanya bersifat
karitatif, bentuk belas kasihan dari si
kaya kepada si miskin yang bersifat atas-
bawah (top-down), yang menempatkan
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orang kaya sebagai subyek dan orang
miskin sebagai obyek sudah saatnya
untuk diolah sesuai dengan pola dan
perkembangan manajemen modern agar
lebih berdayaguna bagi pengembangan
dan aktualisasi diri orang-orang miskin.**
Pemikiran dan ide yang bersifat
reformatif sangat perlu dikedepankan.
Substansi dari perintah zakat harus
ditonjolkan dan segala kemampuan harus
diarahkan untuk mewujudkan cita-cita
tersebut.

2. Pemidanaan dalam Islam sebagai
Instrumen Penegakan Keadilan
Hukum

Hadirnya Islam merupakan bukti

nyata sebuah revolusi yang selama
berabad-abad telah berperan penting
dalam panggung sejarah umat manusia.
Sejarah Nabi adalah bukti sejarah yang
nyata  (empirik-historis),  bagaimana
agama Islam tegak di tengah-tengah
terpuruknya nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan. Islam menawarkan nilai-nilai
baru yang berorientasi kepada
pembebasan dan memihak kepada pihak
yang teraniaya. Perjuangan menegakkan
nilai-nilai fundamental Islam, seperti nilai
keadilan ini, dilakukan oleh Nabi beserta
para sahabat dengan taktik dan strategi
politik yang cemerlang sehingga secara
cepat kondisi masyarakat jahiliyah dapat
dirubah menjadi masyarakat beradab dan
religius.

Islam dengan perjuangan gigih

Nabi juga telah mengganti pranata sosial

masyarakat yang tidak berpihak kepada

nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sistem
sosial politik masyarakat Arab yang
tertutup dan anti perubahan (status quo)
yang telah terbukti menjadi alat
pembenar Quraisy untuk bertindak
sewenang-wenang, baik secara sosial,
politik, hukum, maupun ekonomi,
dirombak oleh sistem Islam yang
mengutamakan nilai-nilai persamaan, anti
penindasan, perwujudan kemaslahatan,
dan keadilan. Islam ingin mengatakan say
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no to racism, lewat manifesto doktrin
equalitas (al-musawah) manusia
sejagad.25

‘Adalah atau keadilan dalam
menegakkan hukum (rule of law),
termasuk rekrutmen dalam berbagai
jabatan pemerintahan, harus dilakukan
secara adil dan bijaksana. Tidak
dibolehkan adanya korupsi, kolusi dan
nepotis (KKN), pilih kasih maupun
tebang pilih. Harus ada uji kelayakan (fit
and proper test) untuk membuktikan dia
“bersih” dari sisi visi dan misi yang
dipegangnya. Arti penting dari adanya
penegakan  keadilan dalam  sebuah
pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah
swt. dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang
artinya:
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah
kamu menjadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil, dan janganlah
sekali-kali  kebencianmu terhadap suatu
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih
mendekatkan  kepada  ketagwaan, dan
bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.

Berbicara tentang penegakkan
(supremasi) hukum dalam Islam, penulis
mencoba mengaitkannya dengan
penerapan pemidanaan dalam Islam, yang
dalam konsep fikih dibahas dalam bab
Jinayah. Persoalan ini, secara historis
telah mendorong munculnya diskusi yang
berkelanjutan sejak awal sejarah Islam:
apakah ia dapat dipertimbangkan untuk
dipertahankan sebagai dasar hukum yang
mampu  menjamin  keadilan  dan
ketentraman masyarakat atau malah
sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang
out of date dan dehumanisme, baik secara
teoritis maupun prakteknya. Namun yang
jelas, peradilan Islam telah diakui sebagai
sumber jurisprudensi Islam. Bahkan
dalam  prakteknya peradilan Islam
memainkan peranan yang sangat penting
dalam proses kreasi hukum Islam untuk
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mewujudkan supremasi hukum?®® dalam
rangka membentuk setiap individu
bermoral guna melahirkan struktur
masyarakat yang aman dan tentram.”’
Pada masa Nabi Muhammad,
orang-orang Arab telah mengadopsi
berbagai macam adat kebiasaan. Praktek
ini, dalam banyak hal telah mempunyai
kekuatan hukum dalam masyarakat.”®
Dalam kaitannya dengan
keberlangsungan hukum pra-Islam, Nabi
Muhammad tidak melakukan tindakan-
tindakan perubahan terhadap hukum yang
ada sepanjang hukum tersebut sesuai
dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang
fundamental.”’ Dengan demikian, Nabi
Muhammad dalam kapasitasnya sebagai
pembuat hukum dari sebuah agama yang
baru melegalkan hukum lama di satu sisi,
dan mengganti beberapa hal yang
tampaknya tidak konsisten (bertentangan)
dengan prinsip-prinsip hukum.”® Hukum
yang direvisi bahkan dirombak oleh
Rasulullah antara lain: hukum
perkawinan dengan ibu tiri, poliandri,
menikahi wanita tanpa batas jumlahnya,
hubungan seksual yang tidak sah, aborsi,
pembunuhan terhadap bayi perempuan,
balas dendam dalam hukum gisas,
perlindungan pencuri bagi bangsawan,
perceraian berulang-ulang, dan lain
sebagainya.”’ Penyimpangan nilai-nilai
moral dalam hukum pra-Islam, tampak
sekali  dalam  sistem  pemidanaan
(peradilan), terutama pada jarimah gisas-
diyat. Keadaan demikian dapat
dibuktikan dengan adanya peristiwa
sejarah  yang terjadi di kalangan
masyarakat Arab jahiliyah ketika itu.
Sebagai contoh, salah seorang
kabilah Gani suatu ketika membunuh
Syas bin Zuhair, maka datanglah Zuhair,
ayah Syas, untuk minta pembalasan
kepada suku Gani. Mereka berkata, “Apa
kehendakmu atas kematian Syas?” Zuhair
kemudian menjawab: “Satu dari tiga hal
dan tak  bisa diganti adalah
menghidupkan kembali Syas, atau
mengisi selendangku dengan bintang-
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bintang di langit, atau kalian serahkan
kepadaku semua anggota Gani untuk saya
bunuh semua, dan sesudah itu aku belum
merasa telah mengambil sesuatu ganti
rugi apapun atas kematian Syas”.*

Tuntutan Zuhair semacam ini
semakin membuat rawannya keadaan bila
ternyata si korban berasal dari kalangan
kabilah terhormat atau pemimpin kabilah
itu sendiri. Hal ini terjadi karena ada
sebagian dari kabilah-kabilah Arab yang
mengabaikan tuntutan wali si korban,
bahkan sebaliknya mereka memberikan
perlindungan terhadap si pembunuh.”
Sehingga tidak menutup kemungkinan
terjadi perang antar kabilah yang di
dalamnya melibatkan orang-orang tidak
berdosa.**

Di sisi lain, memang orang-orang
Arab mempunyai tradisi balas dendam,
bahkan terhadap persoalan yang telah
terjadi beberapa tahun yang silam. Kalau
seseorang anggota keluarga terbunuh,
maka pembalasan dilakukan terhadap
keluarga pembunuh yang tidak berdosa di
samping pembunuhnya sendiri.”

Al-Qur’an dan apa  yang
dipraktekkan oleh Nabi telah
memperkenalkan berbagai modifikasi
terhadap praktek hukuman ini, akan tetapi
ide utama dari prinsip-prinsip yang
mendasarinya  tidak  bersifat  baru,
melainkan telah lama dipraktekkan oleh
masyarakat Arab sebelum munculnya
Islam.*® Perubahan utama yang dilakukan
oleh Islam adalah terkait dengan prinsip
keseimbangan®’ dalam kerangka hukum
yang berdimensi keadilan.*®

Dalam hukum Islam satu jiwa
harus diambil gisas-nya karena perbuatan
menghilangkan nyawa orang lain atau
pemberian kompensasi (diyat) harus
diberikan kepada keluarga korban.
Aturan ini harus ditegakkan dan tidak
dipersoalkan status suku atau kedudukan
si korban dalam sukunya, berbeda dengan
apa yang dipraktekkan pada masa
masyarakat Arab jahiliyah, bahkan lebih
dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh
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Coulson bahwa “sesuai dengan standar
moral keadilan dan nilai tebusan yang
pasti terhadap pihak yang menjadi
korban”.** Ketentuan ini tercantum dalam
Q.S. Al-Baqarah [2]: 178 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu gqisas berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa
yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar
(divat) kepada yang memberi maaf dengan
cara yang baik (pula). Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu
dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya
siksa yang sangat pedih”.

Menurut Sayid Sabiq, turunnya
Q.S. Al-Baqarah [2]: 178 tersebut
berkenaan dengan dua kabilah yang
berhutang piutang. Salah satu dari kedua
kabilah tersebut lebih kuat dari lainnya.
Kemudian kabilah yang lebih kuat
bersumpah: “Kami harus membunuh
orang merdeka di antara kalian sebagai
akibat terbunuhnya hamba sahaya kami,
dan kami akan membunuh laki-laki
sebagai akibat terbunuhnya perempuan
dari suku kami”.*’

Dalam jarimah hudud juga
ditemukan adanya pembenahan sistem
hukum, seperti dalam kasus delik
pencurian yang pada masa pra-Islam
diberlakukan secara diskriminatif,
terutama antara bangsawan dan rakyat
biasa.*' Kisah dalam sebuah hadis berikut
ini dapat dijadikan dasar pernyataan
tersebut. Suatu ketika Usamah binti Zaid
meminta maaf kepada Rasulullah atas
kesalahan Fatimah binti al-Aswad karena
telah melakukan pencurian. Kemudian
Rasulullah mengatakan kepada Usamabh:
“Apakah kamu meminta syafa’at
(ampunan/dispensasi) tentang sesuatu
hukuman yang telah ditetapkan oleh
Allah  SWT?”. Rasulullah kemudian
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Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran
umat sebelum kamu sekalian ialah karena
apabila ada kaum bangsawan yang mencuri,
mereka dibiarkan, tetapi sebaliknya jika yang
mencuri adalah kaum lemah (rakyat biasa),
maka ditegakkanlah hukum seadil-adilnya,
saya bersumpah demi Allah seandainya
Fatimah  binti  Muhammad  melakukan
pencurian  niscaya akan aku  potong
tangannya.**

Makna penting dari hadis di atas
adalah bahwa salah satu penyebab
celakanya umat-umat terdahulu adalah
dikarenakan adanya diskriminasi dalam
menegakkan hukum di antara mereka,
yaitu jika yang mencuri itu adalah orang
terpandang (mempunyai status sosial
yang tinggi) maka hukum tidak
ditegakkan, tetapi jika yang melakukan
tindak pidana hukum adalah orang lemah
(wong cilik) maka serta-merta hukum itu
ditegakkan. Padahal Islam
memperlakukan seluruh umat manusia
secara sama dan adil dihadapan hukum,
baik antara rakyat maupun penguasa,
yang kaya dan miskin, yang kuat dan
yang lemah, yang disenangi masyarakat
atau tidak, dan lain-lain. Rasulullah
sendiri menegaskan dalam potongan
hadis di atas bahwa ia akan menegakkan
hukum walaupun terhadap putrinya
sendiri, jika memang terbukti melakukan
kesalahan atau melanggar  hukum,
baginya semua orang adalah sama di
hadapan hukum (equal before the law).
Inilah wujud dari nilai keadilan yang
terkandung di dalam hukum pidana
Islam.

Di samping contoh di atas, ada
contoh hukum pidana Islam lainnya yang
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juga sangat mempertimbangkan nilai-
nilai keadilan dalam pemberlakuan
hukumnya. Kasus riba yang sangat
mengacaukan masyarakat sejak dulu
hingga sekarang telah dihapus oleh Islam
(Q.S. al-Baqarah [2]: 275) dan
diderivasikan ke dalam jarimah ta’zir.
Tidak sedikit seseorang yang jatuh ke
tangan periba dan tidak mampu
membayar hutangnya sering
menyerahkan anak gadisnya sebagai
jaminan” Tslam menetapkan adanya
sanksi hukum bagi periba yang
ditentukan oleh penguasa berdasarkan
kadar riba yang diperbuatnya. Demikian
halnya dengan kasus mengawini ibu tiri
(kejahatan seks), yang memberikan
indikasi bahwa praktek hukum jahiliyah
sangat tidak manusiawi,** juga telah
dirombak oleh Islam dengan
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan
yang ada di tengah masyarakat.

Islam datang dengan panji-panji
keadilan yang dapat diterima oleh
masyarakat  secara luas, termasuk
keadilan dalam sistem pemidanaan guna
menciptakan supremasi hukum. Dalam
penerapan  sanksi,  Islam  sangat
mempertimbangkan rasa keadilan, baik
keadilan sosial (social justice) maupun
keadilan secara individual (individual
justice). Di sinilah “dimensi
kemanusiaan” tercakup dalam hukum
pidana Islam. Menurut Abu> Zahrah,
kedatangan  Islam  adalah  untuk
menegakkan keadilan dan melindungi
keutamaan akal budi manusia.® Pendapat
senada juga dinyatakan oleh al-Sabuni,
bahwa Islam datang dengan membawa
kepentingan menuju pada tegaknya
keadilan, melindungi kehormatan
manusia, mencegah segala  bentuk
kejahatan, memberi pelajaran kepada
pelaku  tindak  kejahatan  dengan
memberikan sanksi seimbang sesuai
dengan tingkat kesalahan seseorang.*’

Dalam penerapan pidana,
Rasulullah selaku pengemban risalah
baru, di samping menciptakan aturan-
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aturan yang melegalkan hukum adat
masyarakat Arab, juga menerapkan
aturan baru sesuai dengan petunjuk al-
Qur’an. Hal ini dapat dijadikan sebagai
bukti bahwa hukum pidana Islam
menganut asas legalitas.*’”  Artinya
ketentuan umum dan khusus harus
dipenuhi bagi setiap pelaku jarimah untuk
dapat dikenakan hukuman sesuai dengan
aturan yang berlaku.

Dalam sejarahnya, Rasulullah di
satu sisi terkenal sebagai orang yang
tegas dalam menegakkan hukum, di sisi
lain terkenal sebagai orang yang
bijaksana. ketegasannya bisa dilihat dari
berbagai kasus yang diputuskan oleh
Rasulullah terhadap tindak pidana Audud.
Bahkan Rasululullah bersumpah jika
Fatimah binti Muhammad mencuri
pastilah dipotong tangannya.*®
Pernyataan sumpah Rasulullah tersebut
merupakan pernyataan rasa dan nilai
keadilan  yang senantiasa  harus
ditegakkan.

3. Islam Dan Keadilan Gender

Islam sebagai bagian dari salah
satu induk paradigma ideologi dunia
(oikumene) mempunyai misi yang
universal, yakni menegakkan keadilan
demi tercapainya kemaslahatan umat
manusia yang juga merupakan tujuan dari
penetapan syari’at Islam (maqgasid al-
syari’ah) berupa kemaslahatan.*’

Prinsip umum dari maqgasid al-
syari'ah adalah menegaskan pentingnya
menciptakan kemaslahatan dan menolak
kerusakan.”® Dalam hal ini Ar-Raysuni
menyatakan bahwa:

Magqasid secara umum adalah memelihara
aturan, menarik kemaslahatan, menolak
kerusakan, menegakkan persamaan di antara
umat manusia dan menjadikan syari'ah
(hukum Islam) sebagai suatu hukum yang
berwibawa, dan ditaati. Di sisi lain, dapat
menjadikan umat sebagai (komunitas) yang
kuat  (berkualitas) lagi disegani dan
menenangkan. Jadi, sesungguhnya maqgasid
al-syari'ah itu merupakan tujuan
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ditetapkannya hukum Islam untuk
direalisasikannya demi kepentingan umat
secara keseluruhan (universal).”’

Perwujudan keadilan sosial dalam
Islam tampak pada persamaan semua
manusia di hadapan hukum (equal before
the law) tanpa ada Kklasifikasi sosial
maupun gender. Manusia dimuliakan
Tuhan berdasarkan kadar ketagwaannya
kepada-Nya, bukan karena jenis kelamin
ataupun lainnya.

Pesan universal ini tercantum jelas
di dalam al-Qur’an dan al-Hadis, pesan
inilah yang berlaku sepanjang masa dan
di berbagai tempat, sedangkan rasa
keadilan itu sendiri sangat relatif
tergantung pada situasi, kondisi dan
tempat.

Adanya  pengakuan  hak-hak
perempuan terutama ketika al-Qur’an
diturunkan sudah merupakan langkah
maju yang diterima dengan rasa senang
oleh kaum perempuan Arab ketika itu.
Pengakuan Islam atas hak-hak perempuan
ini merupakan kontra wacana terhadap
realitas masyarakat waktu itu yang
menegasikan hak-hak sosial kaum
perempuan. Dalam doktrin Islam mereka
mendapatkan hak-haknya seperti
kewarisan yang sebelumnya mereka tidak
dapatkan, dan pembagian  hukum
kewarisan itu telah memenuhi rasa
keadilan masyarakat pada empat belas
abad yang lalu.

Islam menekankan akan
pentingnya berbuat adil, apapun status
dan posisi seseorang. Apalagi jika
seseorang berperan sebagai pemimpin,
keadilan akan menjadi pilar dari tegaknya
sebuah komunitas. Siapa pun
pemimpinnya, tidak peduli agama, suku
bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan
asal keturunannya, asalkan ia mampu
bertindak adil dan menjauhi kezaliman,
maka komunitasnya akan berjaya dan
makmur. Namun sebaliknya, siapa pun
yang memimpin dengan cara despotis
maka yang akan terjadi  adalah
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kebangkrutan negara dan kesengsaraan
rakyatnya.

Menciptakan  kehidupan yang
rukun dan damai dalam masyarakat,
menegakkan hukum dengan benar dan
adil, dalam banyak teks keagamaan Islam
adalah jauh lebih baik dan lebih utama
daripada ibadah individual. Oleh karena
itu, untuk menciptakan suasana yang
kondusif dan berlandaskan pada keadilan
dibutuhkan seorang pemimpin yang
mampu bertindak adil dan bertanggung
jawab terhadap kemaslahatan rakyatnya.

Konsep lain yang juga patut
dijadikan dasar dalam hal ini adalah
Islam tidak membedakan laki-laki dan
perempuan. Islam turun menjadi rahmat
dan membebaskan kaum perempuan dari
hegemoni laki-laki di era jahiliyyah.
Bahkan, Islam menganjurkan kaum
perempuan dapat mengaktualisasikan
dirinya dalam ranah publik sebagaimana
peran Siti Khadijah yang membantu
dakwah Nabi dan Siti Aisyah yang setia
mendampingi Nabi dalam menjalankan
fungsinya. Perempuan mempunyai hak
yang sama dalam semua aspek kehidupan
seperti hak berpolitik, ekonomi maupun
pendidikan.

Keterlibatan perempuan di ranah
publik (terlebih sebagai pemimpin)
merupakan cerminan implementasi dari
demokrasi yang diajarkan oleh Islam.
Pemberian kesempatan untuk terlibat
dalam urusan publik akan memberi
manfaat besar bagi terciptanya keadilan
dan kesejahteraan bagi semua orang.

Kegagalan dan kesuksesan
memimpin suatu komunitas tidak ada
kaitannya dengan  persoalan  jenis
kelamin, tetapi lebih pada sistem yang
diterapkan dan kemampuan memimpin.
Hal ini senada dengan apa yang dikatakan
oleh  Husein Muhammad  bahwa
persoalan-persoalan yang menyangkut
kemasyarakatan dan politik, yang paling
penting adalah kemaslahatan.’”

Terkait dengan pemikiran
beberapa ulama yang mengajukan
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persyaratan  laki-laki  bagi  seorang
pemimpin, maka dalam konteks kekinian
dan juga melihat realitas sosial yang ada,
penulis menyimpulkan bahwa pemikiran
ulama tersebut sudah tidak relevan
dengan konteks zaman dan harus ditinjau
ulang, agar hukum Islam tetap eksis dan
kontekstual dalam segala ruang dan
waktu.

Selain itu, jika dipahami lebih
teliti, hadis Nabi yang sering dijadikan
rujukan para ulama tersebut, tidak secara
tegas melarang seorang perempuan
menjadi pernimpin.53 Jika asumsinya
adalah karena perempuan tidak memiliki
kemampuan rasio yang memadai jika
dihadapkan dengan laki-laki, seperti
argumentasi yang biasa digunakan untuk
menolak  kepemimpinan  perempuan,
maka alasan yang demikian berlaku
hanya pada masa-masa dulu di mana
perempuan miskin dan tertinggal akses
informasi serta pendidikan sehingga
perempuan tidak bisa mengetahui suatu
persoalan secara komprehensif.>*

Dengan situasi zaman yang
seperti sekarang ini, di mana terbukanya
seluruh aspek yang dulu tidak bisa
diakses perempuan, maka pemahaman di
atas menjadi terpatahkan/terbantahkan
secara otomatis. Selain itu, asumsi
perempuan secara fisik lemah, sehingga
tidak pantas menjadi pemimpin, juga
menjadi tidak signifikan lagi ketika saat
ini modal transportasi, komunikasi dan
teknologi telah menjembatani
keterbatasan-keterbatasan tersebut.

Diskursus keadilan gender ini
perlu  ditekankan  mengingat pada
hakikatnya relasi antara suami dan istri,
laki-laki dan perempuan adalah relasi
kemitraan (simbiotik mutualistik).
Artinya baik suami atau istri adalah
sama-sama aktor utama dalam rumah
tangga  (berbareng-berjuang) tanpa
adanya  diskriminasi, meski  tidak
menafikan distingsi fungsi yang kodrati.

Kalaupun dalam aras realitas
masih ditemukan praktik marital rape,
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ketidakadilan gender dalam wilayah
domestik (apalagi publik), tentu harus ada
upaya penyadaran baik pada aspek
agama, sosial maupun kebijakan. Karena
pemaksaan ini tidaklah dibenarkan.
Seorang istri yang dipaksa untuk rujuk
karena tidak setuju dengan mantan
suaminya  berpotensi ~ menimbulkan
ketidakharmonisan dalam keluarganya
kelak. Jadi, istri harus diberikan
kebebasan untuk kembali atau tidak,
karena al-Qur’an mengakui hal itu.
Sebagaimana dikatakan Qasim Amin
dalam bukunya TZahrir  al-Mar’ah:
”sesungguhnya al-Qur’an memberikan
posisi  yang cukup tinggi kepada
perempuan, namun tradisi yang kuat yang
berasal dari luar Islam menjadi salah satu
faktor penyebab perempuan Islam
terbelakang.” Bahkan menurutnya, umat
Islam mundur karena separoh dari
umatnya, yaitu kaum  perempuan,
mengalami kemunduran. Untuk
memajukan umat Islam tidak ada pilihan
lain kecuali memberikan kemerdekaan
kepada perempuan”.” Oleh karena itu
upaya untuk memaksakan kehendak
dalam  perkawinan dengan  segala
aspeknya sudah tidak relevan lagi dan
jauh nilai keadilan gender.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, prinsip
fundamental pemberlakuan hukum Islam
adalah untuk menegakkan keadilan
sosial, tidak ada diskriminasi dan semua
hak-hak manusia agar tetap terjaga
dengan baik. Adanya doktrin maqasid al-
syari’ah dalam pemberlakuan hukum
Islam merupakan argumentasi paling
nyata dari pernyataan tersebut. Nilai-nilai
keadilan dalam hukum Islam harus
senantiasa dikembangkan dari masa ke
masa dalam rangka artikulasi makna
bahwa Islam adalah salih Ii kulli zaman
wa makan dan rahmatan il ‘alamin.
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